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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sebab-sebab  keterbatasan  kemampuan hukux;l pidana  dalam
menanggulangi kejahatan yaitu :

a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar
jangkauan hukum pidana;

b. Hukum pidana merupakan bagian kecil (lub sistem) dari sarana
kontrol sosial yang tidak mungkin mengatas; masalah kejahatan
sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat
kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio
ekonomi, sosio kultural dan sebagainya);

c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya
merupakan kurieren am symptom, oleh karena itu hukum pidana
hanya merupakan pengobatan symptomatik dan bukan merupakan
pengobatan kausatif;

d. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat

kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek

sampingan yang negatif;



e. Sistem pemindanaan bersifat pragmentair dan individual/personal
tidak bersifat strukeural/fungsional;
f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana

yang besifat kaku dan imperatif;

Kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) scyoéyanya
ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan
menggunakan sarana “penal” maupun dengan sarana “non —penal”, baik
dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar
hukum (“tretment of offenders”) maupun dengan
“pembinaan/penyembuhan masyarakat” (“treatment of society), karena
yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan
sosial-ckonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standartd hidup

yang layak, kemiskinan, diskiriminasi rasial dan sosial).



